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ABSTRAK

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan prinsip-prisip dan
asas-asas perkawinan, salah satunya adalah mempersulit perceraian. Faktanya,
perceraian di Pengadilan Agama Kudus tinggi dengan kasus cerai gugat yang
mendominasi. Atas dasar itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang
permasalahannya sebagai berikut: Apa faktor penyebab tingginya cerai gugat di
Pengadilan Agama Kudus? Kenapa cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus
cenderung meningkat? Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris.
Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen resmi yang telah
diperoleh kemudian diolah. Analisis dilakukan dengan metode pendekatan yuridis
sosiologis Hasil dalam penelitian ini adalah, faktor penyebab tingginya cerai
gugat di Pengadilan Agama Kudus dilatarbelakangi permasalahan ekonomi akibat
terjadinya pandemi Covid-19 hingga menimbulkan perselisihan secara terus
menerus hingga pihak suami meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas dan tidak
diketahui keberadaannya. Cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus meningkat
akibat adanya perubahan nilai-nilai sosial yang menyebabkan pihak istri
mengetahui hak dan kewajiban dalam rumah tangganya. Selain itu kesadaran istri
terhadap hukum bermula dari hak-haknya yang tidak diperoleh dalam rumah
tangga, kurangnya peran pemerintah, dan kurangnya implementasi iman dalam
rumah tangga.

Kata Kunci: tingginya, cerai gugat, di Pengadilan Agama Kudus

Xi
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri karena
saling bergantung dengan makhluk sosial lainnya. Aristioteles, seorang filsuf
Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah zoon politikon,
yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian
berorganisasi.! Selain itu, manusia memiliki kebutuhan biologis yang tidak dapat
dipenuhi seorang diri. Maka, untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut manusia
akan mencari pasangan hidup dan mengikatkan diri dalam suatu hubungan
perkawinan yang sah dimata agama maupun hukum.

Dari sinilah dapat dipahami bahwa suatu perkawinan diperlukan suatu
peraturan mengenai syarat hingga tata cara pelaksanaan suatu perkawinan hingga
proses pemutusan ikatan perkawinan, peraturan ini menimbulkan pengertian
perkawinan, yaitu suatu hidup bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan
yang sesuai dengan syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.? Secara
umum, di Indonesia telah mengatur mengenai perkawinan dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

L Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 1991), HIm. 1.

2 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, cetakan keenam, (Jakarta:
Sumur Bandung, 1974), Him. 7.



membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan
bahwa:”Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau miitsagon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai
yang diharapkan oleh kedua pasangan suami dan istri. Hal tersebut dapat
menimbulkan suatu titik penyelesaian suatu hubungan perkawinan berupa
perceraian. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau
tuntutan satu pihak dalam perkawinan itu.® Istilah perceraian dalam bahasa arab
adalah talak, yang artinya melepaskan ikatan. Hukum islam membenarkan dan
mengizinkan perceraian apabila perceraian itu lebih membaikkan dari tetap berada
dalam perkawinan itu.* Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari
penjelasan Soemiyati bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja
tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang terjadi
juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya,
tidak percaya-mempercayai satu sama lain, dan sebagainya.®

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama, perceraian yang diajukan oleh pihak istri maupun

3 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Internusa, 1985), HIm. 42.

4 H.M. Djamil Latif., Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1982), HIim. 30.

> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 21.



pihak istri memiliki penyebutan yang berbeda. Perceraian yang diajukan oleh suami
status perceraiannya disebut cerai talak dan perceraian yang diajukan oleh istri
status perceraiannya disebut cerai gugat. Sedangkan dalam Hukum Perkawinan
Indonesia tidak menjelaskan adanya perbedaan penyebutan perceraian, sehingga
perceraian yang dilakukan hanya dibatasi dengan istilah gugatan cerai (baik yang
dilakukan oleh pihak suami maupun istri).

Dilampirkan data terkait perceraian di Pengadilan Agama Indonesia yang
mencakup cerai talak dan cerai gugat yang telah didapatkan selama 3 (tiga) Tahun
belakang. Laporan Statistik Indonesia mencatat total perceraian Tahun 2020
mencapai 291.677 kasus, yang mencakup cerai gugat sebanyak 214.970 kasus atau
73,70% dari total kasus perceraian dan 76.707 kasus cerai talak atau 26,30% dari
total kasus perceraian.® Pada Tahun 2021 jumlah perceraian di Indonesia meningkat
53,50% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebanyak 447.743 kasus dengan jumlah
cerai gugat sebanyak 338.343 kasus atau 75,34% dari total kasus perceraian dan
110.440 kasus cerai talak atau 24,66% dari total kasus perceraian.” Perceraian
masih terus meningkat sebanyak 15,31% pada Tahun 2022 dengan total perceraian
516.334 kasus meliputi cerai gugat sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% dari total
kasus perceraian dan cerai talak 127.986 kasus atau 24,78% dari total kasus

perceraian.® Dalam uraian tersebut ditemukan bahwa dari Tahun 2020 hingga

6 Databoks, Sebanyak 73,70% Istri Menggugat Cerai Suaminya pada 2020,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/03/sebanyak-7370-istri-menggugat-cerai-
suaminya-pada-2020, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 22.07 WIB

" Databoks, Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-
karena-pertengkaran, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 22.00 WIB.

8 Databoks, Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022 Tertinggi dalam
Enam Tahun Terakhir, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-



https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/03/sebanyak-7370-istri-menggugat-cerai-suaminya-pada-2020
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/03/sebanyak-7370-istri-menggugat-cerai-suaminya-pada-2020
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Tahun 2022 perceraian masih terus melonjak dengan data yang menunjukkan cerai
gugat mendominasi didalamnya. Sebagai catatan, data perceraian ini hanya meliputi

untuk penduduk yang beragama Islam.®

Perceraian di Pengadilan Agama Indonesia
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Sumber: Badan Pusat Statistik
Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Angka 4 huruf e disebutkan
bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian yang
hanya memungkinkan perceraian apabila dilakukan dihadapan pengadilan dengan
alasan-alasan tertentu. Terkait asas mempersulit perceraian yang semestinya dalam
prosesnya tidak mudah dilakukan oleh setiap pasangan yang telah melakukan

perkawinan, akan tetapi fakta dari data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa

indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-Tahun-terakhir, diakses pada 13 Maret
2023 pukul 21.49 WIB.

® Data Indonesia, Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia pada 2022,
https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022,
diakses pada 29 Juli 2023 pukul 19.21 WIB.
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perceraian masih tinggi dengan kasus cerai gugat yang mendominasi dibandingkan
kasus cerai talak yang lebih rendah.

Hal ini juga terjadi pada Pengadilan Agama Kudus yang mengalami
pelonjakan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Tahun 2020 perceraian sebanyak
1.368 kasus dengan kasus cerai gugat sebanyak 996 kasus dan cerai talak 372 kasus.
Kasus pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian 1.370
kasus dengan kasus cerai gugat sebanyak 986 kasus dan cerai talak 384 kasus. Pada
Tahun 2022 masih mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian sebanyak
1.498 kasus dengan kasus cerai gugat yang mendominasi di dalamnya yaitu

sebanyak 1.153 kasus dan cerai gugat 345 kasus.

Perceraian di Pengadilan Agama Kudus

1.600 1.498
1.368 1.370
1.400
1.200 1.153
996
1.000
800
600
372
400
0
2020 2021 2022

M Perceraian M Cerai Talak  ® Cerai Gugat

Sumber: Pengadilan Agama Kudus
Berdasarkan data yang telah diperoleh tersebut, penulis ingin mengkaji lebih
dalam terkait faktor tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus dan alasan

cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus terus meningkat meningkat. Maka, dengan



hal ini, penulis membuat tugas akhir dengan judul “CERAI GUGAT SEBAGAI
PILIHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS”.
B. Rumusan Masalah
1. Apa faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus?

2. Kenapa cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus cenderung meningkat?

C. Tujuan Penulisan

1. Apa faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus?

2. Kenapa cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus cenderung meningkat?

D. Orisinalitas Penelitian
Penelitian yang telah diteliti dan dikaji terkait cerai gugat sebagai
pilihan perceraian di Pengadilan Agama Kudus merupakan asli dan tanpa
duplikasi atau plagiasi. Kendati demikian, dalam lingkup akademis terdapat
beberapa penelitian yang menjadikan cerai gugat sebagai objek dalam
penelitiannya, diantaranya adalah:

1. Nilam Andria Sari, dalam penelitiannya yang berjudul ‘Determinasi
Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju kelas Il (Analisis Hukum
Islam).”*® Pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini terkait
pengaruh atau penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama

Mamuju serta peran hakim menyikapi tingginya cerai gugat tersebut.

10 Nilam Andria Sari, Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju kelas Il
(Analisis Hukum Islam), http://repository.iainpare.ac.id/2315/1/15.2100.061.pdf diakses pada
tanggal 12 Maret 2023 pukul 21.10 WIB



http://repository.iainpare.ac.id/2315/1/15.2100.061.pdf

2. Marjianto, dalam penelitiannya yang berjudul “Cerai Gugat (Khulu’)
Faktor Penyebab dan Dampaknya di Lubuklinggau.”!! Pada penelitian
ini, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai faktor
penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama kelas 1B
Lubuklinggau serta dampaknya.

3. Uca Febriyani, dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor Dominan
yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama
Kotabumi.”'? Dalam penelitian ini memiliki titik fokus pada faktor
dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan
Agama Kotabumi.

4. Supriadi Thalib, dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor Penyebab
Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas
1A Makassar.”®® Titik fokus pada penelitian ini adalah cerai gugat
berdasarkan usia perkawinan yang membahas terkait faktor apa saja
yang menjadi penyebab tingginya cerai gugat berdasarkan usia
perkawinan dan cara agar penyebab cerai gugat berdasarkan usia
perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A dapat terkendali. Pada

penelitian ini, peneliti menggunakan rentang waktu suatu pasangan

1 Marjianto, Cerai Gugat (Khulu’) Faktor Penyebab dan Dampaknya di Lubuklinggau
https://repository.ptig.ac.id/id/eprint/295/1/MARJIANT0%202012.pdf diakses pada 12 Maret 2021
pukul 21.27 WIB.

12 Uca Febriyani, Faktor Dominan yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Kotabumi,
https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/797/1/UCA%20FEBRIY ANI.pdf diakses pada 14 Maret
2023 pukul 12.08 WIB.

13 Supriadi Thalib, Faktor Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/18066-
Full_Text.pdf diakses pada 14 Maret 2023 pukul 12.11 WIB



https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/295/1/MARJIANTO%202012.pdf
https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/797/1/UCA%20FEBRIYANI.pdf
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/18066-Full_Text.pdf
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/18066-Full_Text.pdf

suami istri dalam menjalani rumah tangga atau suatu perkawinan.
Sehingga penelitian berdasarkan lamanya pernikahan dan permasalahan
apa saja yang ada dalam perkawinan itu yang hingga pada akhirnya

memilih untuk melakukan perceraian (cerai gugat).

. Alhadi Muhammad Akbar, dalam penelitiannya yang berjudul “Cerai

Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Bangkinang).”** Penelitian ini memiliki batasan
pada cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga yang membahas
terkait faktor apa saja yang menjadi penyebab salah satu pihak
melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim
dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah

tangga.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diuraikan

seperti yang di atas, terlihat dengan jelas terdapat perbedaan pada lokasi
penelitian dan dari aspek yang akan diteliti mengenai faktor penyebab cerai
gugat di Pengadilan Agama Kudus dan alasan cerai gugat di Pengadilan

Agama Kudus meningkat.

(Studi

14 Alhadi Muhammad Akbar, Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang), http://repository.uin-

suska.ac.id/63336/2/SKRIPSI.pdf diakses pada 14 Maret 2023 pukul 12.14 WIB
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http://repository.uin-suska.ac.id/63336/2/SKRIPSI.pdf

E. Tinjauan Pustaka

1. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian adalah
perpisahan, perpecahan, atau perihal bercerai (antara suami istri).t®
Perceraian adalah pembubaran suatu ikatan perkawinan oleh pihak-
pihak yang masih dalam keadaan hidup dengan berdasarkan pada
alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang serta
ditetapkan dengan keputusan hakim. Berdasarkan Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus
karena:

a. Kematian,

b. Perceraian dan

c. atas keputusan Pengadilan.

Perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal
114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusnya perkawinan
yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau
berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian adalah putusnya suatu
ikatan perkawinan suami dan istri dimuka peradilan sesuai syarat-syarat
yang ditentukan oleh Undang-Undang. Untuk melakukan suatu

perceraian, masing-masing pihak tidak dapat mengadiri ke pengadilan

15 Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian di akses pada hari Sabtu, tanggal 22 juli 2023,
pukul 14.53 WIB.



https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian

meminta agar perkawinannya dianggap bubar, akan tetapi harus

memiliki alasan-alasan yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni:

a.

b.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,
penjudi, dan pihak lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan
penganiayaan yang berat sehingga membahayakan pihak yang
lain;

Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang
menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami atau istri;

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam
rumah tannga.

Menurut Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alasan

yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut:

o

Zina (overspel)

Meninggalkan tempat tinggal bersama secara sengaja
Penghukuman dengan hukuman penjara 5 (lima) Tahun lamanya
atau dengan hukuman lebih berat yang diucapkan setelah
perkawinan.

Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri
terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga
mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat

terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut:
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1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak lain;

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit lain
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
seorang suami atau istri;

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapat dapat hidup rukun dalam
rumah tangga;

7. Suami melanggar taklik talak atau perjanjian yang diucapkan
oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang telah
dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang
digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkit dapat
terjadi di masa yang akan datang;

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Perceraian dalam Hukum Islam Indonesia

Islam adalah agama yang bersifat universal, untuk segala waktu
dan tempat.'® Hukum Islam di Indonesia dapat diamati dari dua sisi.
Pertama, hukum islam yang berlaku secara yuridis formal atau
dikodisikasikan dalam suatu hukum nasional dan yang kedua hukum
islam berlaku secara normatif yang diyakini memiliki sanksi hukum
bagi masyarakat beragama Islam. Menurut hukum Islam, cerai
adalah melepaskan suatu ikatan perkawinan atau putusnya

hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri. Dengan

16 Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia (studi historis metodologis),
(Jambi: Syari’ah Press IAIN STS JAMBI, 2008), him. 31
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terjadinya perceraian, maka hak dan kewajiban mereka sebagai
pasangan suami dan istri dianggap telah gugur. Dalam hal ini,
mereka tidak boleh berhubungan selayaknya suami dan istri seperti
menyentuh antara masing-masing sama halnya seperti saat
keduanya belum melakukan perkawinan. Segala sesuatu telah diatur
dan tertuang di dalam al-Qur’an, tidak hanya mengenai ibadah
antara manusia dengan Allah SWT Islam juga mengatur mengenai
kehidupan manusia. Sehingga, Islam pun menjelaskan mengenai
perkawinan yang disebutkan bahwa perkawinan merupakan salah
satu ibadah hingga penjelasan mengenai perceraian itu sendiri. Islam
memang mengizinkan perceraian, akan tetapi Allah membenci
perceraian itu. Maka dari itu, perceraian merupakan pilihan yang
paling terakhir bagi pasangan suami istri apabila sudah tidak ada lagi
penyelesainnya lainnya dan sebisa mungkin untuk dihindari. Untuk
umat beragama Islam perceraian dilakukan di Pengadilan Agama,
sedangkan untuk umat beragama selain Islam, perceraian dapat
dilakukan di Pengadilan Negeri. Kompilasi Hukum Islam mengatur
mengenai perceraian yang dibedakan menjadi dua, yaitu:
a) Cerai talak
Cerai talak, yaitu cerai untuk umat beragama islam yang
dilakukan oleh suami (pemohon) dengan mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan

izin menjatuhkan talak kepada istri.
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b) Cerai gugat
Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan
oleh istri sebagai seorang penggugat kepada suami sebagai

tergugat di Pengadilan Agama.

Prosedur atau tata cara perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14
sampai Pasal 36 dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatu di
dalam Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian
terdapat 2 macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

a. Prosedur Cerai Talak
Langkah yang harus dilakukan oleh  pemohon

(suami/kuasanya):

1) Mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah (Pasal 66
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009).

2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk dari
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tentang tata
cara membuat surat permohonan (Pasal 58 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
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3) Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah

4)

posita dan petitum. Apabila termohon telah menjawab

surat permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan

termohon.

Permohonann tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama

atau Mahkamah Syariah:

a)

b)

Yang daerah hukumnya meliputi kediaman termohon
(Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)

Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang
telah disepakati tanpa izin pemohon maka permohonan
harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah
Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009)

Bila termohon berkediaman di luar negeri maka
permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-
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5)

6)

7)

Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009).

d) Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di
luar negeri maka permohonan dapat diajukan kepada
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah
hukumnya meliputi  tempat dilangsungkannya
pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta
Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Permohonan memuat:

a) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman
pemohon dan termohon,

b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum),

c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah

istri, dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama

dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak

diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)

Membayar biaya perkara (Pasal 89 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
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2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Bagi
yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma

atau prodeo.

b. Prosedur Cerai Gugat

Langkah yang harus dilakukan oleh seorang penggugat

(istri/kuasanya):

1)

2)

3)

4)

Mengajukan gugatan tertulis ataulisan kepada Pengadilan
Agama atau Mahkamah Syariah (Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
Penggugat meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama
atau Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat
gugatan (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Surat gugatan dapat dirubah apabila tidak mengubah posita
dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat tersebut
harus mendapatkan persetujuan tergugat.

Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syariah:

a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

penggugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor
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b)

d)

7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang
telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka
gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009)

Bila penggugat berkediaman di luar negeri, maka
gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau
Mahkaman Syariah yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009).

Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di
luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan
Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah
hukumnya meliputi  tempat dilangsungkannya
pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta

Pusat (Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7

17



5)

6)

7)

8)

Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
Gugatan meuat:
a) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman
penggugat dan tergugat.
b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
c¢) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri
dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan
gugatan atau sesudah putusan perceraian yang
memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 66 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009).
Membayar biaya perkara (Pasal 89 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Bagi
yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-
cuma/prodeo.
Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri
berdasarkan panggilan  Pengadilan Agama atau

Mahkamah Syariah.
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F. Definisi Operasional
Dalam penelitian terkait analisis tingginya cerai gugat dalam praktek
perceraian di Pengadilan Agama Kudus, terdapat beberapa definisi
operasional antara lain:

1. Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah “putusnya
perkawinan”. Jadi, perceraian adalag putusnya ikatan lahir bathin antara
suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga
(rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.!’ Dalam perceraian
terutama menurut agama terdapat istilah cerai talak dan cerai gugat.
Pada penelitian kali ini berfokus kepada perceraian atas cerai gugat.

2. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan pihak istri ke Pengadilan
Agama untuk dihapuskan perkawinannya sesuai ketentuan hukum yang
berlaku.

3. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan pihak suami ke Pengadilan
Agama untuk dihapuskan perkawinannya sesuai ketentuan hukum yang

berlaku.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan penulis dalam
menyusun penelitian yang bertujuan untuk mencapai pembahasan yang
sedang dikaji. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan maka metode

penelitian yang digunakan oleh penulis mencakup:

17 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Op.Cit, him. 18-19.
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah
jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah
penelitian hukum sosiologis yang dilakukan melalui wawancara secara
langsung dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap yang

terjadi dalam kehidupan masyarakat.

2. Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah pihak yang dipilih oleh
peneliti untuk memberikan keterangan terkait topik yang sedang diteliti.
Subjek penelitian tersebut adalah:
a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Kudus;
b. Hakim Pengadilan Agama Kudus; dan
c. Mediator Non-hakim Pengadilan Agama Kudus.
3. Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penelitian ini menganalisis terkait:
a. Penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus.
b. Alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus meningkat.
4. Metode Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan
penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan
yuridis sosiologis adalah metode pendekatan sosiologi hukum yang
berasal dari sudut pandang hukum dalam kehidupan masyarakat.

5. Sumber data
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a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari penelitian secara
langsung dengan metode yang digunakan adalah wawancara.

b. Data sekunder berupa data studi kepustakaan yang mencakup
dokumen-dokumen yang bersifat resmi, publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku, kamus-kamus terkait hukum, jurnaal-jurnal
terkait hukum, dan referensi yang berkaitan dengan objek atau
materi yang akan diteliti.

6. Teknik Pengumpul Data

a. Untuk data primer, teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah
melalui wawancara dengan pihak Hakim Pengadilan Agama Kudus.

b. Untuk data sekunder, teknik yang digunakan oleh peniliti adalah
melalui:

a. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan menganalisis buku,
karya ilmiah, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan
pembahasan yang diteliti;

b. Studi dokumen, yaitu menganalisis dokumen atau data resmi
yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

7. Analisis data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh peneliti
adalah menggunakan analisis kualitatif. Analisis Kualiatatif adalah dengan
cara menggambarkan atau menguraikan pembahasan yang akan diteliti
berdasarkan data yang diperolen melalui wawancara yang kemudian

dianalisis oleh peneliti.
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BAB |1

PERCERAIAN DALAM SISTEM HUKUM ISLAM INDONESIA

A. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena itu perceraian
senantiasa diatur oleh hukum perkawinan.’® Kata cerai dalam kamus
diartikan sebagai pisah, putusnya hubungan suami-istri atau lepasnya ikatan
perkawinan. Hal tersebut hanyalah pemahaman umum tentang istilah cerai,
akan tetapi cerai harus berdasarkan oleh aturan hukum yang berlaku. Dalam
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat
putus karena:

a. Kematian,

b. Perceraian,

c. Putusan pengadilan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli atau tokoh, mereka
memberikan beberapa pengertian mengenai perceraian, antara lain adalah:

1. Ali Afandi S.H. mengatakan, bahwa perceraian adalah salah satu

sebab dari bubarnya perkawinan.®

18 H.M. Djamil Latif, Op.Cit, him. 15

19 Happy Marpaung, Masalah Perceraian Alasan serta Akibatnya Tata Cara Perceraian
UU Perkawinan Nomor 1 thn 1974, PP Nomor. 9 thn 1975, (Bandung: Penerbit tonis, 1983) him.
65
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2. David Yarkes menyebutskan dalam Webster’s Encyclopedic
Unabridged Dictionary of The English Language, sebagai berikut:%
Divorce: a judicial declaration dissolving a marriage in whole or in
part, one that releases the husband and wife from all matrimonial
obligation.

(Cerai: suatu putusan pengadilan yang membubarkan perkawinan

yang membebaskan suami dan isteri dari semua kewajiban yang

berkenaan dengan perkawinan).

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah bubarnya
suatu perkawinan ketika para pihak suami dan istri masih dalam keadaan
hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang telah diatur ketetapan
hukum yang berlaku serta dengan keputusan hakim di depan Pengadilan.
Selain itu, perceraian dilakukan berdasarkan agama yang dianut oleh
pasangan suami dan istri. Bilamana perkawinan ditinjau sebagai suatu
perbuatan keagamaan maka pelaksanaanya dikaitkan dengan ajaran dari
setiap masing-masing agama dan kepercayaan sejak dahulu kala sudah
memberikan penggarisan bagaimana seharusnyap perkawinan dilakukan,
dan bilamana ditinjau sebagai suatu perbuatan hukum maka perkawinan
adalah tidak lebih daripada masalah keperdataan semata yang segala

sesuatunya harus mengakui apa yang telah ditetapkan oleh Negara.?!

20 David Yarkes, Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English
Language, frasa dikutip dari Muhammad Khambali, Hukum Perkawinan Kajian Perceraian dengan
Alasan KDRT, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017)

21 Abdurrahman dan Ridua Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia,
(Bandung: Penerbit Alumni, 1978), him. 10.
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Pada prinsipnya hukum perkawinan Indonesia mempersulit
terjadinya perceraian. Hal itu dapat dilihat dari Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan
sidang pengadilan dan harus terdapatcukup alasan yang mendasarinya.
Lebih lanjut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengatur bahwa
gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni:

a.  Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,
penjudi, dan pihak lain sebagainya yang sukar disesmbuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan
penganiayaan yang berat sehingga membahayakan pihak yang
lain;

e.  Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang
menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami atau istri;

f.  Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam
rumah tannga.

Sedangkan menurut Pasal 209 KUHPerdata, disebutkan alasan-

alasan perceraian, antara lain:

a.  Zina (overspel)
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b.  Meninggalkan tempat tinggal bersama secara sengaja

c.  Penghukuman dengan hukuman penjara 5 (lima) Tahun
lamanya atau dengan hukuman lebih berat yang diucapkan
setelah perkawinan.

d.  Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri
terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga
mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi sebagai

berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan dengan
kepentingan seorang anak, apabila terdapat perselisihan
mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi
keputusannya.

2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharan
dan Pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak tersebut;
apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi
kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahka ibu
ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu
kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan  ketentuan-ketentuan tersebut mengenai
perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dan dalam peraturan
pelaksanaan, dapat disimpulkan terdapat dua macam perceraian,
yaitu:??

1. Cerai talak;

2. Cerai gugat.

22 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, dikutip dari Djaja S. Meliala,
Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, (Bandung: Nuansa Aulia,
2006), him.94.
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Cerai talak: dalam hal ini, seorang suami yang telah melangsungkan
suatu perkawinan menurut agama islam, yamg akan menceraikan
istrinya mengajukan surat terhadap Pengadilan di tempat tinggalnya,
yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud untuk menceraikan
istrinya disertai dengan alasan-alasan sesuai dengan Undang-
Undang serta meminta kepada Pengadilan untuk diadakan sidang
atas keperluan tersebut (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975).

Cerai gugat: dalam hal ini, gugatan perceraian dapat diajukan oleh
seorang istri yang telah melangsungkan suatu perkawinan
berdasarkan agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri
yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan
kepercayaannya tersebut selain beragama Islam (Penjelasam Pasal

20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

B. Perceraian dalam Hukum Islam Indonesia
Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-
perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam
seluruh aspeknya.?® Menurut hukum islam istilah perceraian dalam Islam
sering kali dijelaskan menggunakan istilah “"talaq". Talak berasal dari

@Y : Jw¥) yang memiliki makna melepaskan, meninggalkan, atau

23 Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia,
(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 206), him.4.
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melepaskan ikatan perkawinan. Sedangkan menurut istilah, talak
merupakan melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami
dan istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak tersebut oleh
seorang suami kepada istrinya.

Terdapat berbagai pengertian mengenai talak yang telah diberikan
oleh Fugaha’, antaranya:

1. Imam Syafi’e mengartikan: talak pada syara’ berarti melepaskan suatu
ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan
seumpamanya.

2. Imam Hanafi mengartikan: talak pada syara’ adalah memutuskan
suatu ikatan pernikahan serta merta (dengan talak ba’in) pada syara’
atau dalam satu waktu (dengan talak raj’i) dengan menggunakan lafaz
tertentu.

3. Imam Maliki mengartikan: talak pada syara’ adalah memutuskan
suatu ikatan yang sah dalam pernikahan.

4. Imam Hambali mengartikan: talak pada syara’ adalah melepaskan
suatu ikatan pernikahan.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan hingga
perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi
seluruh umat beragama Islam. Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa putusnya suatu perkawinan disebabkan akibat
perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Sedangkan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menentukan
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perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan dan tidak berhasil untuk

mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam, suatu perceraian dapat terjadi karena alasan:

1.

2.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;

Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak lain;

Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit lain
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
seorang suami atau istri;

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapat dapat hidup rukun dalam
rumah tangga;

Suami melanggar taklik talak atau perjanjian yang diucapkan
oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang telah
dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang
digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkit
dapat terjadi di masa yang akan datang;

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasangan suami dan istri merupakan perpaduan antara dua insan

yang memiliki berbagai macam perbedaan. Seperti perbedaan latar belakang

keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang emosional, dan lain

sebagainya. Berawal dari niat yang tulus membina rumah tangga sakinah-
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mawaddah dan rahmah untuk mencapai kebahagiaan, tetapi tidak sedikit
pasangan suami istri mengalami jalan buntu ditengah jalan.?*

Suatu perkawinan yang didalamnya tidak terdapat kebahagiaan atau
bahkan menimbulkan masalah-masalah dalam rumah tangga serta jauh dari
Allah SWT (penuh kemadharatan), maka perkawinan tersebut harus
diakhiri. Seperti yang telah disebutkan dalam hadits “Tidak boleh
memudharatkan atau mempersulit orang lain dan tidak boleh ada
kemudharatan atau kesulitan bagi diri sendiri dalam Islam.” (H.R. Malik
dari Ibnu Majah). Hadits tersebut merupakan salah satu dasar bahwa
kemudharatan harus dihilangkan.?

C. Jenis perceraian dalam Hukum Islam Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membagi
perceraian menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai Talak
Cerai talak, yaitu cerai bagi umat yang beragama Islam, di mana

suami sebagai pemohon mengajukan permohonan terhadap Pengadilan

24 H.M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) him. 65.
25 Rohidin, Op.Cit, him 86
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Agama untuk mendapatkan izin menjatuhkan talak kepada istrinya.?® Cerai
talak merupakan salah satu cara yang dibenarkan oleh hukum Islam untuk
memutuskan suatu ikatan perkawinan. Dalam cerai talak, suami
berkedudukan sebagai seorang pemohon sebagaimana yang telah diatur
dalam Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, yang memuat sebagai berikut: “seorang
suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya dapat
mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang
guna menyaksikan ikrar talak”.

Ajaran talak dijumpai di dalam beberapa ayat Al-Qur’an, seperti

Surat at-Thalaq (65): 1:

Bl | 2l Gestad A sk S AL 13 &0 60
“Hai nabi bila kamu ingin mentalak istrimu, maka talaklah dia pada
waktu memasuki masa iddahnya.”

Surat al-Bagarah (2): 229:

% Adib Bahari, Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh
Anak, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), him. 7
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Rl 5 31 oy als e Ul
“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat)

menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.”

Surat al-Bagarah (2): 230:

W25 L G U ) a5

“Jika kamu mentalaknya (mentalak istri kamu setelah dua kali),
maka tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali setelah dia kawin dengan
laki-laki lain. Jika kemudian dia (suami kedua) mentalaknya, tidak ada
halangan bagi keduanya untuk (nikah) kembali.”

Begitu pula sunnah Rasulullah yang sangat banyak
membicarakan masalah talak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa talak hanya dua kali yang dapat dilakukan
rujuk, pada talak ketiga tidak dapat dilakukan rujuk kecuali istri
melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan bercerai. Kemudian
barulah dapat menikah kembali antara istri dan suami tersebut.

2.  Cerai Gugat
Cerai gugat merupakan ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat
dari permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang

kemudian termohon (suami) menyetujuinya sehingga Pengadilan
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Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.?” Gugatan cerai
dalam bahasa Arab disebut dengan al-khulu. Kata al-khulu diambil dari
kata ‘khu’u ats-tsauwbi, yang bermakna sebagai melepas pakaian. Lalu
digunakan dalam istilah seorang wanita yang meminta kepada
suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan.?®

Dalam konteks hukum Islam yang terdapat pada Kompilasi Hukum
Islam, istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-
Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh pihak
suami atau pihak istri, sedangkan mengenai cerai gugat menurut
Kompilasi Hukum Islam adalah gugatan yang diajukan oleh seorang
istri yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
yang menyebutkan: “gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri
ataupun kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya
mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali seorang istri telah
meninggalkan tempat kediaman seorang suami tanpa memperoleh

perizinan dari suaminya.”

D. Prosedur perceraian dalam Pengadilan Agama

81

27 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him.
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huku.pdf, diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 03.06 WIB
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Tentunya, perceraian harus berdasarkan terhadap aturan hukum yang
berlaku dan sesuai dengan prosedur hukum melalui lembaga peradilan. Bagi
umat yang beragama Islam maka gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan
Agama. Sedangkan untuk umat beragama selain agama islam dapat
mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri. Tata cara perceraian
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ketentuannya diatur dalam Pasal 39
sampai Pasal 41 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belak pihak (suami dan istri);

2. Untuk melakukan suatu perceraian harus terdapat cukup alasan
bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun
sebagai pasangan suami dan istri;

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam
peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40
(1) Gugatam perceraian hanya dapat diajukan kepada Pengadilan;
(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini yang
telah diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara serta
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan
seorang anak, apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan
anak-anak maka Pengadilan memberikan keputusan atas hal
tersebut;

2. Bapak memiliki tanggung jawas terhadap semua hbiaya
pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut,
apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan
kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut
memikul biaya tersebut;

3. Pengadilan dapat mewajibkan pula kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu bagi
bekas istri.
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1.

Prosedur Cerai Talak
Langkah yang harus dilakukan oleh pemohon (suami/kuasanya):

a. Mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada Pengadilan

Agama atau Mahkamah Syariah (Pasal 66 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk dari Pengadilan

Agama atau Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat
permohonan (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009).

Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita

dan petitum. Apabila termohon telah menjawab surat permohonan

tersebut harus mendapatkan persetujuan termohon.

Permohonann tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama atau

Mahkamah Syariah:

1) Yang daerah hukumnya meliputi kediaman termohon (Pasal
66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009)

2) Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah

disepakati tanpa izin pemohon maka permohonan harus
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diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal
66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009)

3) Bila termohon berkediaman di luar negeri maka permohonan
dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon
(Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009).

4) Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar
negeri maka permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi
tempat dilangsungkannya pernikahan atau kepada Pengadilan
Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

e. Permohonan memuat:

1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman
pemohon dan termohon,

2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum),

3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
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f. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan
harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan
cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)

g. Membayar biaya perkara (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu, dapat
berperkara secara cuma-cuma atau prodeo.

2. Prosedur Cerai Gugat

Langkah yang harus dilakukan oleh seorang penggugat (istri/kuasanya):

a. Mengajukan gugatan tertulis ataulisan kepada Pengadilan Agama
atau Mahkamah Syariah (Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009).

b. Penggugat meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal
58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

c. Surat gugatan dapat dirubah apabila tidak mengubah posita dan
petitum. Jika tergugat telah menjawab surat tersebut harus

mendapatkan persetujuan tergugat.
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d. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah

Syariah:

1)

2)

3)

4)

Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat
(Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009).

Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah
disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan
kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal
73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009)

Bila penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan
diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkaman Syariah
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
(Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009).

Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar
negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat

dilangsungkannya pernikahan atau kepada Pengadilan Agama
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Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

e. Gugatan meuat:

1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman
penggugat dan tergugat.

2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).

3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

f. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta
bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau
sesudah putusan perceraian yang memperoleh kekuatan hukum
tetap (Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009).

g. Membayar biaya perkara (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu dapat
berperkara secara cuma-cuma/prodeo.

h. Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri berdasarkan
panggilan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.

Dalam mengajukan gugatan cerai, istri mempunyai hak untuk

mengajukan tuntutan tambahan yang dapat berupa:
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1. Tuntutan Nafkah Terutang, yaitu jika selama masa tertentu
dalam perkawinannya, ternyata Suami tidak memberikan
biaya hidup kepada istri, maka istri dapat menuntut agar
Hakim menghukum suami membayar nafkah terutang kepada
bekas istrinya kelak.

2. Tuntutan Hak Asuh Anak, vyaitu istri berhak untuk
mendapatkan hak pengasuhan atas anak yang belum mumaziz
(dibawah 12 Tahun).

3. Tuntutan Nafkah Anak sampai dewasa 21 Tahun, jika nantinya
hak asuh anak jatuh ke tangan istri, maka hakim atas
permintaan anda dapat menentapkan agar bekas suami
memberikan nafkah kepada anak yang hak asuhnya ditangan
istri, sampai seorang anak tersebut dewasa atau berumur 21
tahun.

4. Nafkah lddah, dapat diminta oleh istri sebagai nafkah selama
masa idah yaitu 3 (tiga) bulan lamanya.

5. Natkah Mut’ah, dapat juga diminta oleh isteri kepada hakim
agar suami ditetapkan agar membayar nafkah Mut’ah (hadiah)

kepada bekas istrinya.

Selain mengajukan tuntutan nafkah, istri yang akan mengajukan
gugatan cerai dapat juga mengajukan gugatan pembagian harta bersama

(gono-gini) bersamaan dan dalam satu naskah dengan gugatan cerai.
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BAB 111
CERAI GUGAT SEBAGAI PILIHAN PERCERAIAN DI

PENGADILAN AGAMA KUDUS

A. Gambaran perceraian di Pengadilan Agama Kudus

Gejolak yang mengancam struktur kehidupan rumah tangga dapat
dilihat dengan semakin bertambah jumlahnya perceraian yang terjadi pada
Pengadilan Agama di Indonesia selama tiga tahun terakhir ini, yaitu pada
rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2022. Dari kasus perceraian yang
terjadi pada Pengadilan Agama di Indonesia sebanyak 70% adalah gugatan
cerai yang diajukan istri kepada suaminya atau cerai gugat, sedangkan
sisanya adalah cerai talak dari permohonan suami. Angka perceraian yang
tinggi dan didominasi cerai gugat (khulu’) pada Pengadilan Agama di

Indonesia, menjadi perhatian yang perlu disiati.

Tingginya perceraian juga terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah. Seperti yang telah diketahui, bahwa angka perceraian di Pengadilan
Agama Kudus tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Selain
meningkat, dijumpai fakta bahwa cerai gugat mendominasi dari
meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Kudus yang tidak lain adalah

yang mengajukan gugatan cerai dari pihak istri. Dari hasil penelitian yang
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telah diperoleh melalui wawancara menjelaskan kasus cerai gugat lebih

mendominasi dibandingkan dengan cerai talak.2°

Dilampirkan data perceraian pada tahun 2020 hingga tahun 2022
yang telah diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Kudus,
kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus mendominasi dari tahun
2020 hingga tahun 2022. Sementara kasus cerai talak cenderung stabil dari

tahun ke tahun. Berikut ini adalah data perceraian di Pengadilan Agama.

Kudus:
Perceraian di Pengadilan Agama Kudus
1.600 1.498
1.368 1.370
1.400
1.200 1.153
996
1.000
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400
0
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M Perceraian M Cerai Talak ® Cerai Gugat

Sumber: Pengadilan Agama Kudus

Dari data tersebut, peneliti menguraikan bahwa pada tahun 2020

kasus perceraian yang telah terjadi di Pengadilan Agama Kudus sebanyak

29 Wawancara dengan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, Hakim Pengadilan Agama Kudus,
di Kudus, 31 Oktober 2023.
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1.368 kasus dengan kasus cerai gugat sebanyak 996 kasus dan kasus cerai
talak 372 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, kasus perceraian meningkat
dengan jumlah perceraian 1.370 kasus dengan kasus cerai gugat sebanyak
986 kasus dan cerai talak 384 kasus. Kemudian tahun 2022 kasus perceraian
masih mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian sebanyak 1.498
kasus dengan kasus cerai gugat yang masih mendominasi di dalamnya yaitu
sebanyak 1.153 kasus dan cerai talak sebanyak 345 kasus. Dalam hal ini,
perceraian tidak meningkat secara signifikan, akan tetapi dapat dilihat
bahwa cerai gugat mendominasi dan meningkat disetiap tahunnya

dibandingkan dengan cerai talak.

Sebagaimana data yang telah diperoleh dari wawancara pada tanggal
31 Oktober 2023 kepada Ibu Rika selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus,
menyebutkan bahwa terkait kasus cerai gugat yang ditangani oleh beliau,
penyebab terbanyak dipicu akibat permasalahan ekonomi. Dari
permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak
harmonis. Selain itu, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus dan munculnya konflik atau permasalahan-permasalahan

lainnya dalam rumah tangga.

Berawal dari suatu niat yang tulus membina rumah tangga yang
sakinah, mawadah, dan warahmah untuk mencapai kebahagiaan, tetapi tidak

sedikit pasangan suami istri mengalami jalan buntu ditengah jalan.*® Hal

30 H.M. Anshary MK, Loc.Cit
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tersebut tidak dapat dihindari oleh pasangan suami dan istri dalam menjalani
rumah tangga, karena perkawinan menyatukan dua insan dalam sebuah
ikatan rumah tangga, sehingga terdapat perbedaan. Perbedaan-perbedaan
itulah yang menjadi tolak ukur dalam suatu perkawinan untuk terus
menjalani suatu rumah tangga dengan baik sesuai dengan ketentuan dan

syariat Islam.

Pengadilan Agama Kudus tentu saja melakukan upaya-upaya agar
rumah tangga dapat diselamatkan dari perceraian. Upaya tersebut dilakukan
melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu
dengan cara mendamaikan para pihak suami maupun istri dan mencari
solusi atas permasalahan tersebut. Apabila para pihak masih sepakat untuk
melalui proses perceraian maka upaya yang dapat dilakukan oleh pihak
Pengadilan Agama Kudus adalah menjaminkan seorang istri untuk

mendapatkan hak-haknya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, Pengadilan Agama Kudus
melalui proses mediasi memberikan upaya-upaya agar para pihak suami dan
istri mendapatkan haknya.®! Semua perkara perceraian yang diselesaikan di
Pengadilan Agana Kudus, terlebih dahulu wajib melakukan upaya
penyelesaian melalui proses mediasi. Mediasi merupakan proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pasangan suami dan

istri terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat)

31 Wawancara dengan Sunarto S.H., M.H., Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama
Kudus, di Kudus, 30 Oktober 2023.
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dengan bantuan dari Mediator. Mediator merupakan hakim ataupun pihak

lain yang mempunyai sertifikat mediator sebagai pihak yang netral untuk

membantu para pihak untuk mencari kesepakatan bersama. Dengan proses

mediasi tersebut diharapkan dapat mengatasi suatu permasalahan akibat

banyaknya kasus perceraian dan juga diharapkan suatu permasalahan

tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian. Apabila suatu perkara yang

dalam persidangan telah dihadiri kedua pihak pasangan suami dan istri tidak

dilakukan upaya proses mediasi, maka putusan dianggap batal demi hukum.

B.

Faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,

menganut asas atau prinsip sebagai berikut:

a.

b.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum
agama dan kepercayaan yang dianut.

Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-
undangan.

Perkawinan berasas monogami terbuka.

Calon suami dan istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk
melangsungkan suatu perkawinan.

Batas umur perkawinan adalah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.
Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka pengadilan.

Hak dan kedudukan suami maupun istri adalah seimbang.

Dari  asas-asas atau  prinsip-prinsip  tersebut, terdapat

ketidaksesuaian terkait asas mempersulit perceraian dengan fakta yang

ada di Pengadilan Agama Kudus. Hal ini dapat dilihat bahwa pada

faktanya perceraian di Pengadilan Agama Kudus meningkat setiap
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